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KONSEP

- Pertikaian antar wilayah desa adalah konflik yang terjadi antara warga dua desa yang
memperebutkan sesuatu yang mana satu sama lain tidak ada yang mau mengalah.

- Pertikaian merupakan proses sosial bentuk lanjut dari kontravensi. Pertikaian adalah proses
pencapaian tujuan dengan cara melemahkan pihak lawan tanpa memerhatikan norma dan nilai
yang berlaku.

- Wilayah adalah sebuah daerah yang dikuasai atau menjadi teritorial dari sebuah kedaulatan. Pada
masa lampau, seringkali sebuah wilayah dikelilingi oleh batas-batas kondisi fisik alam, misalnya
sungai, gunung, atau laut. Sedangkan setelah masa kolonialisme, batas-batas tersebut dibuat oleh
negara yang menduduki daerah tersebut, dan berikutnya dengan adanya negara bangsa, istilah
yang lebih umum digunakan adalah batas nasional.

- Desa adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan, yang dipimpin
oleh Kepala Desa. Sebuah desa merupakan kumpulan dari beberapa unit permukiman kecil yang
disebut kampung.

RUJUKAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial.

RUMUS
Jumlah yang Terdata
WALI DATA

Sekretariat Daerah
UKURAN

Pertikaian
UNIT
Kepala Sub Bagian Analisis Jabatan

KEGUNAAN

Mengetahui jumlah pertikaian antar wilayah sebuah desa.

INTERPRETASI

Pertikaian antar wilayah desa menunjukan konflik yang terjadi antara warga dua desa yang
memperebutkan sesuatu yang mana satu sama lain tidak ada yang mau mengalah. Pertikaian suatau
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warga suatu wilayah desa sering terjadi, biasanya terjadi karena masalah kecil atau gesekan kecil,
namun menjadi besar karena warga merasa tersinggung maupun merasa paling benar.

KETERANGAN

SUMBER

Data Kamtram

METODOLOGI

Pengolahan Data Kamtram

KEDALAMAN DATA
Kabupaten, Provinsi, Nasional
PERIODE

Bulanan, Triwulanan, Semesteran
LAG DATA

H+1

KEWENANGAN

DOKUMEN

SIPD
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